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Mengingat 

TAHUN 2021 

DENGAN RAHMAT TVHAN YANG MAHA ESA 

BVPATI TASIKMALAYA, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 a at 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 te tang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Bela epada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan P erima 

jangan Tahun 2021 perlu menetapk eratur Bupati 
asikmalaya ten tang em berian Tunjangan Hari aya an Gaji 
etiga Belas T u 2021 kepada para u Ne ara di 

Lingkungan P merintah Daerah a bupaten Ta ikm aya ; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 ten tang 
dalam 
Tahun 

g-Undang 

Pemben tukan Daerab-daerah Kabupaten 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Beri Neg 
19 0), sebaga iman a t lab diubah eng U 
Nomor 4 Tah u n 1968 tentang Pembentu kan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupa ten Sub g d n gan engubah 
Undang-Undang N mor 14 Tah un 19 0 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bupate dalam 
Lingkun gan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indon sia Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indones'a Nomor 2851); 

2, Undang-Vndang Nomor 17 ahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4286) ; 

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 
dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); 

6 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
ten tang Pedoman P nyusunan Angg an Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.OS/2021 
ten tang Petunjuk Teknis Pelaksanaan emberian 
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Ke ada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensi n, dan 
Penerima Tunjangan Tahun 202 1; 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk ukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

9 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya omor 3 Tahun 
2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tah u n 2016 
Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya omor 7 Tahun 
20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7), sebagaimana telah diu bah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah omor 7 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1) ; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3); 

12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 79); 
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MEMU'rUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN 
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR 
NEGARA TAHUN 2021. 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Daerah Kabupaten TasikmaJaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupa ti sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupa . adalah Bupati Tasikmalaya. 

4 . Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
1 onesia yang rnemen uhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai A ara tur 
Sip' l Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaia untuk 
me d uki jabatan pemerintahan. 

5. Peg wai Pemerintah dengan PeIjanjian KeIja, yang selanjutnya disingk t PPPK 
adal warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang iangkat 
berdasarkan peIjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka 
rnelaksanakan tugas pernerintahan. 

6. Peja a t Negara adala h pejabat yang lingkungan keIjanya berada pa da lembaga 

negara yang merupakan ala t kelengkapan negara beserta lembaga negara 
penu jang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalan an fungsi 
untuk dan a tas nama negara sesuai dengan ketentuan perundang- n angan 

7 . Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai 
Kontrak Kerja yang telah tersedia anggarannya pada DPA SKP dan/atau 
BLVD. 

8 . Tunj gan Hari Raya yang selanjutnya disingkat 'rHR adalah merupakan hak 
penda a tan yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah kepada Pegawai Negeri 
Sipil menjelang Hari Raya berupa uang. 

9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri . 

PasaI 2 

Tunjangan Hari Raya 'rahun 202 1 diberikan kepada : 
a. Bupati dan Wakil Bupati j 
b . Pimpinan dan Anggota Dewan Perwa kilan Rakyat Daerahj 
c. PNS; 
d. PNS Penerima Uang TunggU j 
e. Penerima Gaji 'rerusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewasj 
f. Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; 
g. Calon PNS; 
h. PPPK/Non PNS yang bekeIja pada Instansi Daerah yang telah teralokasikan 

anggarannya pacta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 'rahun 2021; 
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Pasal3 

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e 
meliputi PNS dalamjabatan: 
a. jabatan pimpinan tinggi; 

b . administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; 
c. pengawas atau dalamjabatan yang setarajabatan pengawas; 

d . fungsional ahli madya; 
e. fungsional ahli muda; 
f. fungsional ahli pertama; 
g. fungsional penyelia; 
h. fungsional mahir; 
i. fungsiona l terampi1; 
j . fung ional pemula;dan 

k. p lak na. 

Pasal4 

Tunjan an Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 tidak diberikan kepada: 
a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau 
b . PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dala negen 

mau un di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. 
sesuai d ngan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal5 

(1) Tunjan an Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2021 seba aimana 
dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasila n 1 (satu) bulan pa a bulan 
April 2 21. 

(2) Terhada p pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
seba aimana dimaksud pacta ayat (1) belum ctibayarkan sebesar pe ghasilan 
yang seharu nya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang 
bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya dan 
Gaji Ketiga Belas. 

(3) Dalam hal pembayaran 1'unjangan Hari Raya dan /atau Gaji Ketiga Belas 
sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) belum terdapat rea lisasi pembayaran, 
kepada yang bersangkutan tetap diberikan 1'unjangan Han Raya dan Gaji 
Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei untuk 
Tunjangan Hari Raya dan bulan Juni untuk Gaji Ketiga Belas. 

Pasal6 

(1) Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS, PPPK, Bupati/Waki1 
Bupati, terdiri atas: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 

c . tunjangan pangan; dan 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya dan/atau 

pangkatnya. 
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(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Refresentasi, Tunjangan 
Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak 
keuangan dan administrative Pimpinan dan Anggota DPRD. 

Pasal7 

Tunjangan Han Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) diberikan bagi: 
a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas;atau 
b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, 
yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan April dan 
anggaran ya dibebankan pada DPA SKPD berkenaan. 

Pa sa18 

Tunjan a n Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf e diberikan bagi Calon PNS, meJiputi : 
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b . tunj ngan keluarga; 
c. tunj gan pangan; dan 
d. tunj gan umum. 

Pasa19 

Tunjang Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimak ud dalam 
Pasal2, ·dak termasuk: 
a. tunja gan kineJja; 
b. tunjangan kineJja daerah atau sebutan lain; 
c. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain ; 
d. insen ·f kinerja; 
e. insentif k Jja; 
f. tunjangan pengelolaan a rsip s tatis; 
g. tunjangan bahaya , tunjangan resiko, tu njangan kompensasi, atau tunjangan 

lain yang sejen is; 
h . tunjangan pengamanan; 
l. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan 

kehormatan; 
J. tambahan penghasilan bagi gur u PNS; 
k. insentif khusus; 
I. tunjangan khusus; 
m . tunjangan pengabdian; 
n. tunjangan selisih penghasilan ; 
o. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal6 dan Pasal 8 . 
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Pasal 10 

(1) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Bel as 
sebagaimana dimaksud Pasal 2, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 5 ayat (1) maka Tunjangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yangjumlahnya lebih besar. 

(2) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 , menerima Jebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari 
Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran terse but merupakan 
utang dan wajib mengembalikan kepada negara dan/atau pemerintah daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
sebagaimana dimaksud Pasal 2, sekaligus sebagai Penerima Pensiun 

jan a/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan 
jangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya 

nja ngan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Pensiun janda/ d uda 
a u Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Tu njangan 
j a / duda. 

Pasal 11 

(1) Tunjangan Hari Raya dan GaJi Ketiga Belas sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasa! 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau poton an lain 

ber sarkan ketentuan peraturanperundang-undangan. 

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimak d pada 
ayat (1 ) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentu n peraturan 
per dang-undangan dan ditanggung pemerintah . 

Pasa! 12 

(1) Tunj ngan Hari Raya sebagaimana dirnaksud dalam Pasa! 2, d ibayarkan 
paling lambat tanggal 7 Mei 202 1. 

(2) Dalam h al Tunjangan Hari Raya sebagaimana d imaksud pada aya t (1) belum 
dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibaya rkan setelah tanggal 
Hari Raya. 

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , besarannya 
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasa! 6, Pasal 7, 
Pasa! 8 , atau Pasal 9 , untuk 1 (satu) bulan pada bulan April atau Mei Tahun 
2021. 

Pasa! 13 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , dibayarkan paling 
cepat pada bulan Juni. 

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) belum 
dapat dibayarkan , Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni. 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), besarannya sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pacta Pasal 6, Pasal 7, Pasa! 8 , 
atau Pasal9, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021. 
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Pasal14 

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan 
pada APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 202l. 

Pasal15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

NTO 

Diundan kan di Si apama 

pada tan 2021 

D ZEN 

TA IK LAYA TAHUN 20 2 1 NOMOR 23 


